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ABSTRAK 

 

 

 

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS 

DESA MENUJU DESA MANDIRI 

(STUDI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN 

PESAWARAN) 

 

Oleh 

 

RIZKI HENDARJI PUTRA 

 

Desa Hanura merupakan salah satu Desa dengan status Mandiri di Provinsi 

Lampung yang sebelumnya Desa berkembang berdasarkan Peraturan Menteri 

Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Indeks Desa Membangun. 

Sebelumnya mendapatkan predikat cepat berkembang pada tahun 2016 dan 

predikat desa terbaik pada tahun 2018 ditingkat Nasional. Untuk mencapai 

kemandirian desa, Pemerintah Desa Hanura melalukan berbagai upaya berupa 

strategi-strategi dalam meningkatkan status desa, sehingga menjadi salah satu 

desa mandiri di Provinsi Lampung.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah 

Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara 

mendalam, observasi, dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Hanura menggunakan 1). Strategi organisasi dalam perumusan visi misi serta 

tujuan organisasi, 2). Strategi program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan mengentaskan masalah yang implikasi nya dapat dirasakan masyarakat, 3). 

Strategi pendukung sumber daya sebagai faktor pendukung keberhasilan program, 

serta; 4). Strategi kelembagaan dalam meningkatkan kemampuan Pemerintah 

Desa untuk melaksanakan inisiatif strategi yang telah dirancang. Strategi-strategi 

yang dijalankan tersebut berorientasi pada peningkatan indeks ketahanan sosial, 

indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa 

Membangun. 

 

Kata Kunci : Desa, Strategi, Indeks Desa Membangun 



 

 

 

 

ABSTRACT 

THE VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN IMPROVING THE STATUS OF 

THE VILLAGE TOWARDS THE SELF-CONTAINED VILLAGE 

(THE STUDY OF THE VILLAGE OF TELUK PANDAN PESAWARAN 

REGENCY) 

 

By 

 

RIZKI HENDARJI PUTRA 

The village of Hanura is one of the villages with Independent status in the 

province of Lampung previously Village developed on the basis of the regulation 

of the Minister of regional development of the village and Left about Index Village 

build. Before getting the predicate rapidly developed in the year 2016 and the 

predicate is the best village in the year 2018 the present nationwide. To achieve 

the independence of the village, the village Government Hanura placing 

numerous attempts in the form of strategies in improving the status of the village, 

thus becoming one of the independent village in the province of Lampung. 

This research aims to know the strategies that the Government of the village of 

Hanura to village self-sufficient. The method used is descriptive qualitative, using 

in-depth interviews, observation, documentation. 

The research results showed that the strategy undertaken by the Government of 

the village of Hanura uses 1). The strategy of the Organization in the formulation 

of the vision and mission as well as the objectives of the Organization, 2). The 

strategy of the program to meet the needs of the community and alleviate the 

problem that its implications can be felt community, 3). The strategy of supporting 

resources as a factor supporting the success of the program, as well as 4).  

Institutional strategies in improving the ability of the Government to implement 

the initiatives of the village of strategies that have been designed. Strategies the 

run-oriented on increasing social resilience index, index of economic resilience 

and endurance environment index in the index Build Village. 

Keywords: Village, Strategy, The index of the village building 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan 

pembangunan. Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan 

inovasi di dalam masyarakat tersebut. 

 

Agenda otonomi daerah yang dilakukan pemerintah di Indonesia diharapkan 

sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial di masyarakat. Selain itu, 

otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat 

keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara 

pemerintah pusat, pemerintahan daerah dalam hal penentuan kebijakan 

publik, penguasaan aset dan politik serta sumber daya lokal. Peran serta 

masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah merupakan prinsip demokrasi pembangunan. 

 

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah 

adalah upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan 

aktif dalam setiap proses pembangunan daerah. Namun, agenda otonomi yang 

diharapkan sebagai solusi justru menimbulkan permasalahan yang justru lebih 
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kompleks, salah satunya yaitu disparitas pembangunan antara wilayah kota 

dengan desa dan desa dengan desa. 

 

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk RPJM telah 

mengarahkan fokus pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

mana di era Pemerintah saat ini dikeluarkan dalam Nawacita khususnya 

Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah dan desa” yang diejawantahkan secara operasional 

melalui catur sakti yang bermakna Desa bertenaga secara sosial, berdaulat 

secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. 

 

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 

tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, 

supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar 

menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal 

perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif sebagai 

sebuah paradigma dengan istilah “Desa Membangun” menggantikan 

paradigma “Membangun Desa”. 

 

Hadirnya otonomi khusus dan kedudukan hybrid antara Local Self  Governing 

dan Self Governing Community menandakan perlu adanya sistem pendanaan 

yang mapan sebagai “modal” kemandirian desa yang dapat dikelola dari 

perencanaan sampai pelaksanaan program. Secara hierarki dari tingkat 

pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten memfokuskan pada program-

program yang ditujukan untuk membantu desa. Sebagai contoh, Pemerintah 

Provinsi Lampung membuat program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi 
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Ruwa Jurai; kemudian selain dari program pendanaan, Kementerian Desa dan 

Kementerian Dalam Negeri membuat perlombaan serta penghargaan kepada 

desa yang mampu mengelola daerahnya secara baik. Secara substansi, 

program-program yang dilahirkan bertujuan memacu semangat desa agar 

terus dapat mandiri dan berkreasi. 

 

Konsep perencanaan desa sebenarnya bermakna Village Self Planning, dalam 

paradigma baru, sifat otonomi desa berangkat dari azas rekognisi (pengakuan 

dan penghormatan) serta azas subsidiaritas  (lokalisasi penggunaan 

kewenangan dan pengambilan keputusan) (Sutoro Eko, 2013:327). Cita-cita 

tersebut memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam 

kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju terciptanya 

“desa mandiri”. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas 

mengendalikan dan mendikte, melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa 

secara emansipatoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum 

mampu diselenggarakan sendiri oleh Desa (Marwan Jafar, 2015:5). 

 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

melalui Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Membangun (IDM) yang telah disusun didedikasikan untuk memperkuat 

pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam 

RPJMN 2015-2019, yaitu mengurangi jumlah desa teringgal sampai 5000 

desa teringgal, dan meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada 

tahun  2019. 
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Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status,yakni: 

(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang;(iv) 

Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk 

menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 

Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk 

menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus 

rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Klasifikasi status Desa 

berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat 

upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa dalam mengelola dimensi 

ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan 

membawanya menjadi Desa Mandiri. Tabel berikut akan menyajikan jumlah 

desa berdasarkan klasifikasi statusnya. 

 

Tabel 1. 

Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasarkan Status 

 

No Status Desa Jumlah Persentase 

1 Sangat Tertinggal 13.453 18,3% 

2 Tertinggal 33.592 45,5% 

3 Berkembang 22.882 31% 

4 Maju 174 0,2% 

5 Mandiri 3.608 5% 

       Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Desa dan PDTT No. Tahun 2016 

 

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, kementerian desa melakukan 

berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten atau 

institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi desa untuk membantu 

penyelesaian persoalan desa dan percepatan pembangunan. Melalui indeks 
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desa membangun, diharapkan memudahkan desa dan semua komponen yang 

terlibat untuk mengetahui permasalahan desa berdasarkan penghitungan 52 

indikator yang kemudian dapat di break down menjadi program unggulan 

tepat sasaran. 

 

Berkenaan dengan konsep tersebut, kesiapan merupakan hal utama yang 

harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan 

perubahan. Kesiapan juga di artikan sebagai alat kontrol agar tujuan 

organisasi dapat terwujud. Kesiapan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 

strategi pemerintah desadalam mengelola desa dan meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan 

pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Membangun tidak akan tercapai. Dalam konteks nyata, kesiapan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam hal 

pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa, pengadaan sarana dan 

prasarana desa, dan pengelolaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan 

pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya 

strategi-strategi dari desa agar terwujudnya desa yang mandiri. 

 

Provinsi Lampung merupakan daerah yang sangat sedikit jumlah Desa 

Mandiri, berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) oleh BPS, desa 

tertinggal sebanyak 73 desa atau 2,98 persen, desa berkembang 2.219 desa 

(90,72 persen), desa mandiri 154 desa (7,43 persen). Desa Hanura kabupaten 

pesawaran merupakan desa yang dalam pengelolaan dan pelaksaaan 
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pemerintahannya predikat cepat berkembang di tingkat nasional (Regional I 

Wilayah Sumatera) dan dijadikan desa percontohan (labsite) pada tahun 

2016. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari tingkat kabupaten, provinsi 

hingga pusat (kementerian dalam negeri) yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan 

desa dan kelurahan. Dilihat dari evaluasi perkembangan desa, Desa Hanura 

mendapat kredit poin 595, pemerintah kabupaten pesawaran menyatakan: 

“Berdasarkan beberapa penilaian kriteria yang ditetapkan panitia, Desa 

Hanura mendapatkan nilai yang lebih tinggi yaitu 595 poin. Dan 

akhirnya dewan Juri memutuskan Desa Hanura sebagai 

pemenanglomba desa nasional tingkat regional 1 Sumatera tahun 2016 

dengan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI No.410-6135/2016”. 

Sumber: http://www.pesawarankab.go.id). 

 

Pada tahun 2018 Desa Hanura juga mendapatkan penghargaan dari 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai desa terbaik 

di bidang pengelolaan program PKDT (Padat Karya Tunai di Desa) dan 

keterbukaan informasi publik. 

 

Status Desa Hanura yaitu desa berkembang dengan nilai 0,6801 pada indeks 

desa membangun tahun 2016 (Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan pada tahun 2018 status Desa 

Hanura adalah Desa Mandiri dengan nilai 0,8486 . Predikat cepat 

berkembang yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri tersebut 

mendasari penelitian ini. Ada kekuatan dari desa dalam aspek pemerintahan, 

kewilayahan desa, kemasyarakatan desa serta program desa. Hal ini tidak 

lepas dari upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk 

mencapai ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan 

http://www.pesawarankab.go.id/
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yang lebih mapan serta menjaga Trend kemandirian desa. Beberapa hasil 

penelitian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut. 

 

Tabel 2 

 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Tecky Prayuda 

(Ilmu 

Pemerintahan) 

Analisis 

kemampuan 

administrasi 

aparatur desa 

dalam pelayanan 

publik di Desa 

Hanura 

kabupaten 

pesawaran 

Kemampuan teknis kemahiran, 

kecepatan dan tepat waktu dalam 

melayani masyarakat semua 

informan menyatakan bahwa 

keseluruhan aparatur Desa 

Hanura sudah memiliki 

kemampuan teknis dalam 

menjalankan Administrasi Desa. 

Pada indikator kemampuan 

manusiawi tidak membeda-

bedakan,  adil dan lebih 

mementingkan kepentingan 

masyarakat,  sebagian informan 

mengatakan adil serta dinilai 

sudah teliti dan adil dalam 

pelaksanaan tertib administrasi 

desa. 

2 Silvia Novita 

Siregar 

(Ilmu 

Administrasi 

Negara) 

Implementasi 

electronic 

government di 

Desa Hanura 

kecamatan teluk 

pandan 

kabupaten 

pesawaran 

Implementasi e-government di 

Desa Hanura dalam hal support, 

yaitu telah adanya kesepakatan 

kerangka e government, alokasi 

sumberdaya yang cukup 

memadai, tersedianya 

infrastruktur dan suprastrukur 

berupa jaringan internet, 

teknologi, dan peraturan 

perundang-undangan. Pada 

capacity domain yang digunakan 

pada website Desa Hanura telah 

resmi yaitu www.hanura.desa.id. 

Desa Hanura juga telah memiliki 

SDM yang berkompeten dan 

mempunyai keahlian dibidang 

IT, sedangkan dalam hal value 

masyarakat pengguna layanan e-

government mendapatkan 

berbagai informasi, transparansi 

mengenai Desa Hanura serta 
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No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat.  

3 Dwi Titiawati 

(Ilmu 

Pemerintahan) 

Analisis strategi 

kepemimpinan 

kepala desa 

dalam 

meningkatkan 

pembangunan 

Berdasarkan strategi bartering 

yaitu dalam penyerahan tugas 

dan sistem perundingan peran 

yang dijalankan oleh Bapak 

Chodri Cahyadi yaitu 

mengkoordinasikan 

pembangunan desa secara 

partisipatif. Selain itu strategi 

bartering yang berjalan di Desa 

Hanura selama masa jabatan 

Bapak Chodri Cahyadi yaitu 

menerapkan system pelimpahan 

kewenangan dan perundingan 

sesuai dengan Undang-Undang 

dan Peraturan Desa. b. Strategi 

building yaitu dalam 

menjalankan program kerja desa, 

peran yang dijalankan oleh 

Bapak Chodri Cahyadi yaitu 

mengkoordinasikan 

pembangunan desa secara 

partisipatif 

4 Sarah Putri 

Andriani 

(Ilmu 

Pemerintahan) 

Efektivitas 

program 

greenhouse 

sebagai upaya 

dalam 

peningkatan 

ketahanan 

pangan 

masyarakat 

Program Greenhouse dalam 

meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat Desa Hanura belum 

efektif karena masih kurangnya 

sumber daya manusia yang 

berpartisipasi pada program 

Greenhouse dan jumlah pangan 

yang dihasilkan belum 

mencukupi seluruh kebutuhan 

masyarakat. 

5 Agustinus 

Longa Tiza, 

dkk 

Jurnal, 2014 Implementasi Program 

Pembangunan Desa Mandiri 

Anggaran Untuk Rakyat Menuju 

Sejahtera (Anggur Merah) (Studi 

di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten Timor Tengah Utara) 

6 Almasdi 

Syahza dan 

Jurnal, 2013 Strategi Pengembangan Daerah 

Tertinggal Dalam Upaya 

Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Pedesaan. 
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No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Suarman 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 

 

Melihat kemampuan dan capaian Desa Hanura berdasarkan penelitian 

sebelumnya, terlihat hasil penelitian di Desa Hanura memiliki hasil positif. 

Meskipun ada beberapa hal yang menjadi kendala, hanya saja disini penulis 

melihat adanya kinerja, kemampuan serta kreatifitas yang dihasilkan oleh 

pemerintah Desa Hanura sehingga mendapat predikat desa cepat berkembang 

dan Desa terbaik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan status desa 

berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks 

Desa Membangun, maka dipandang perlu adanya langkah atau strategi dalam 

rangka mencapai kemandirian desa yang juga ditunjang dengan penelitian 

jurnal sebagai gambaran konsep strategi, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Hanura 

Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah 

Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yang dilakukan 

Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa 

mandiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait dengan 

pemerintahan desa. 

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi Pemerintah Desa Hanura sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa dan menjadi alternative strategi serta pedoman bagi 

Pemerintah Desa lain dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan 

peningkatan status desa. 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Desa 

  

1. Pengertian Desa 

 

Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang 

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa 

adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala 

Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan 

kesatuan. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, disebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Ndraha (1981: 30) Dilihat dari 

sudut formal, desa-desa dewasa ini dapat digolongkan atas dua tipe, yaitu : 

a. Desa yang terdiri dari hanya satu dusun saja.  

b. Desa yang meliputi lebih dari satu dusun. 

 

Desa yang disebut pertama terjadi melalui dua kemungkinan : 

a. Akibat pemecahan desa. 

b. Memang demikian turun-temurun. 

 

Desa yang disebut kedua terbentuk juga melalui kemungkinan-

kemungkinan: 

a. Akibat penggabungan beberapa desa kecil menjadi desa baru. 

b. Memang demikian turun-temurun. 

 

Menurut Ndraha (1981:20) Unsur-unsur Desa ialah komponen-komponen 

pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen 

tersebut ialah : 

a. Wilayah desa 

b. Penduduk atau masyarakat Desa 

c. Pemerintahan Desa 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-

usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Membangun Desa Dan Desa Membangun 

 

Menurut Borni Kurniawan dalam buku Desa Mandiri, Desa Membangun 

(2015:17) Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan 

manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata 

pembangunan menjadi trade mark kabinet pemerintahan di bawah 

kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan 

dengan diskursus developmentalism yang dikembangkan negara-negara 

barat.Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah 

yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering 

dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan 

pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan 

rekayasa sosial. 

 

Pada masa pemerintahan orde baru, implementasi konsep pembangunan 

syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek. 

Pada kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah 

untuk mengambil dan membelanjakan sumber daya negara. Hanya saja bukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa. Pemerintah Orde Baru 

merubah birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim orientasi 

pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada 

masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal dieksploitasi sedemikian rupa 

hanya sekadar memenuhi target pertumbuhan. Sementara kesejahteraan 

masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya 

terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah 
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sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai obyek pembangunan 

yang dilakukan pemerintah. 

Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan 

“desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. 

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur 

pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon 

Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. 

Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah 

menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa 

sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh 

masyarakat. 

 

Direktorat Jenderal pembangunan desa juga berubah menjadi Direktorat 

Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang 

hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen 

ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena 

pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun 

institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal 

pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan 

pemberdayaan masyarakat (desa). 

 

Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir 

menjadi domain dan urusan desa. Literatur teori pembangunan juga tidak 
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mengenal pembangunan desa, pembangunan perdesaan (rural development) 

yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun 

desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran 

dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan 

transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an 

hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). 

Paradigma lama bersifat state centric: otokratis, top down, sentralistik, 

hirarkis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung 

spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, 

bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan 

seterusnya.  

 

Desa membangun adalah spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek 

pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang menfasilitasi 

tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema 

kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas.Supra desa tak 

perlu takut dengan konsekuensi pemberlakukan kedua azas tersebut. Dengan 

menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas 

yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. 

Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran 

negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa 

baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain. 
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Tabel 3 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis 

atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan 

domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun). 

 

Tabel 3 

Perbedaan Konsep Membangun Desa dengan Desa Membangun 

 
Item/Isu Membangun Desa Desa Membangun 

Pintu masuk Perdesaan Desa 

Pendekatan Functional Locus 

Level Rural Development Local Development 

Isu dan konsep-

konsep Terkait 

Rural-urban linkage, market, 

pertumbuhan, lapangan 

pekerjaan, infrastruktur, 

kawasan, sektoral, dll. 

Kemandirian, kearifan 

lokal, modal sosial, 

demokrasi, partisipasi, 

kewenangan, alokasi dana, 

gerakan lokal, 

pemberdayaan, dll 

Level, skala dan 

cakupan 

Kawasan ruang dan ekonomi 

yang lintas desa. 

Dalam jangkauan skala 

dan yurisdiksi desa 

Skema 

kelembagaan 

Pemda melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan 

didukung alokasi dana khusus. 

Pusat melakukan fasilitasi, 

supervisi dan akselerasi. 

Regulasi menetapkan 

kewenangan skala desa, 

melembagakan 

perencanaan desa, alokasi 

dana dan kontrol lokal. 

Pemegang 

kewenangan 
Pemerintah Daerah 

Desa (pemerintah desa dan 

masyarakat) 

Tujuan 

Mengurangi keterbelakangan, 

ketertinggalan, kemiskinan, 

sekaligus membangun 

kesejahteraan 

1. Menjadikan desa 

sebagai basis 

penghidupan dan 

kehidupan masyarakat 

secara berkelanjutan 

2. Menjadikan desa 

sebagai ujung depan 

yang dekat dengan 

masyarakat, serta desa 

yang mandiri 

Peran pemerintah 

daerah 

Merencanakan, membiayai 

dan melaksanakan 

Fasilitasi, supervisi dan 

pengembangan kapasitas 

desa 

Peran Desa 

Berpartisipasi dalam 

perencanaan dan pengambilan 

keputusan 

Sebagai aktor (subyek) 

utama yang 

merencanakan, membiayai 

dan melaksanakan 

Hasil 

 Infrastruktur lintas desa 

yang lebih baik 

 Tumbuhnya kota- kota 

Kecil sebagai pusat 

pertumbuhan dan 

 Pemerintah desa 

menjadi ujung depan 

penyelenggaraan 

pelayanan publik bagi 

warga. 
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penghubung transaksi 

ekonomi desa kota. 

 Terbangunnya kawasan 

hutan, collective farming, 

industri, wisata, dll. 

 Satu desa mempunyai 

produk ekonomi 

unggulan (one village 

one product) 

Sumber : Desa Membangun Indonesia 2014 

 

3. Indeks Desa Membangun 

 

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: 

(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) 

Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk 

menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 

Indeks Desa Membangun. Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status 

kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang 

memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan 

ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

b. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembada adalah desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan 

mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas 

hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 

c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial 

menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, 

dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 

kemiskinan. 

d. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang 

mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 

kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 

e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang 

mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, 

dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber 

daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam 

berbagai bentuknya. 

 

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan 

status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan 

yang diperlukan.Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status 

desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap 

desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi 

kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda 

tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan desa tertinggal. 

 

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa 

tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor 

kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya 

goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan 
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membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan 

biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, 

atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat 

potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat 

tertinggal. 

Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama 

terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan 

kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang menjadi 

desa maju hingga mandiri. Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa 

Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi 

dukungan serta kemampuan mengelola daya dalam peningkatan ketahanan 

sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutanyang akan membawanya 

menjadi desa mandiri. 

 

Tabel 4 

Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM 

 

No. Status Desa Nilai Batas 

1. Sangat Tertinggal ≤ 0,491 

2. Tertinggal > 0,491 Dan ≤ 0,599 

3. Berkembang > 0,599 Dan ≤ 0,707 

4. Maju 0,707dan ≤ 0,815 

5. Mandiri > 0,815 

Sumber : Indeks Desa Membangun 2016 
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B. Tinjauan Tentang Strategi 

 

1. Pengertian Strategi 

 

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan 

organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai 

sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut (David, 2006 : 12). 

Dengan kata lain strategi (strategy) merupakan alat yang digunakan untuk 

mencapau tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Kemudian 

menurut Quadrat (2007 : 1 – 4) strategi adalah perioritas atau arah 

keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi 

dalam organisasi dapat teralisasikan. 

 

Selanjutnya ada yang mengatakan strategi adalah respon secara terus 

menerus maupun adatif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelamahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi 

(Rangkuti, 2006 : 4). Beda halnya seperti yang dikemukakan oleh Salusu 

(2008 : 101) bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan 

sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui 

hubunganya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling 

menguntungkan. 

 

Karhi Nisjahr dan Winardi (1997 : 95) menjelaskan strategi adalah sebuah 

konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasikan oleh pimpinan 

organisasi yang bersangkutan, berupa:  
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a. Sasaran - sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi 

tersebut;  

b. Kendala - kendala luas dan kebijakan yang atau ditetapkan sendiri 

oleh sang pimpinan atau yang diterimanya dari pihak atasannya, yang 

membatasi skop aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan;  

c. Kelompok rencana - rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang 

telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih 

mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Willian J. Stanton mendefinisikan 

strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dibagian lain Supriono dalam 

Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu satu kesatuan 

rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang 

di perlukan dalam setiap kegiatan organisasi. Sedangkan dalam waktu 

yang bersamaan, strategi–strategi yang telah dibuat oleh suatu oragnisasi 

akan menjadi basis kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan yang selalu berubah. 

 

Disamping itu Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015:5) menyatakan 

beberapa komperesi mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi 

strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi 

suatu strategi dibuat berdasarkan tujuan. Oleh sebab itu, strategi memiliki 

beberapa sifat yaitu sebagai berikut: 
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1. Unfield. Menyatukan seluruhbagian-bagian dalam organisasi atau 

perusahaan. 

2. Complex. Bersifatmenyeluruh mencangkup seluruh aspek dalam 

organisasi atau perusahaan. 

3. Integral. Dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah 

suatu kesatuan rencana atau cara dan langkah-langkah organisasi yang 

menyeluruh, terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkandengan menggunakan seluruh sumber daya 

yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan–

pilihan yang ada. 

 

 

2. Tipe -Tipe Strategi 

 

Pada dasanya setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digukana dalam tiap-

tiap organisasi tidaklah sama. Ada beberapa tipe strategi yang digunakan 

dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jack 

Koteen dalam Salusu (2006:104-105) mengungkapkan bahwa dalam 

strategi terdapat beberapa tipe-tipe strategi, diantaranya yaitu: 

 

a. Corporate Strategy (strategi organisasi) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan 

diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa. 
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b. Program Strategy (strategi program) 

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi 

strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila 

suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya 

bagi sasaran organisasi). 

 

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan 

sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja organisasi.Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. 

 

d. Institutional Strategy (strategi kelembagaan) 

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan 

organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.  

 

3. Strategi Menuju Desa Mandiri 

 

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa 

dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa 

terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan 

desa.Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah 

membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang 

desa.Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak 

bermuara pada transformasi sosial desa.Karena dalam strategi pembangunan 

desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi 
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desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan 

menghancurkan otonomi desa. 

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, 

partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan 

dalam desa (endogenous) adalah bagian dari ketidakberhasilan model 

pembangunan yang dikemudikan dari luar desa (exogenous). Tapi pada sisi 

yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting 

pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. 

 

Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan 

menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan 

implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, 

kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-

desanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Menurut Kurniawan (2015: 27) dalam buku Desa Mandiri, Desa Membangun 

yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia ada beberapa strategi yang 

dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam. 

 

Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa 

yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi 

masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam 

hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk 

membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang 
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nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan 

publik yang tidak responsif masyarakat. Langkah – langkahnya antara lain: 

a. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi 

kemasyarakatan desa. Tujuannya, pertama agar pemerintah desa 

mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi 

kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan 

bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang 

masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. 

Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan 

yang jelas. Karena itulah kedua, dengan pemetaan ini diharapkan desa 

akan memiliki baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang 

dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan 

menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat 

pembangunan. 

b. Mengorganisasi dan menfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi 

kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang 

berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut. 

c. Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi 

pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan 

program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa 

dalam kerangka pembangunan desa. 

d. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses 

pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. 

Desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen 



26 
 

masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga 

kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya 

dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping 

itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil 

di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan 

pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung 

pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, 

partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah 

nanti akan lahir proses check and balances dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

 

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara 

organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup 

banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan 

desa karena proses interaksi yang dinamis dengan organisasi warganya. Apa 

yang dilakukan sebagaimana bagian dari pembelajaran bagaimana organisasi 

desa yang diinisiasi masyarakat mampu mendorong lahirnya pemerintahan 

desa yang responsif atas hak warganya. 

 

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan 

menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu 

dengan local leadership kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan 

warga dan inovatif- progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu 

tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat 

perencanaan program/kegiatan pembangunan. 
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Tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan 

pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis 

antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam 

berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik 

antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar masyaraat desa seperti air. 

 

Salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya 

pertemuan gerakan pemberdayaan dari bawah dan dari dalam.Artinya, dari 

bawah terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif 

kesadaran publik warga desa. Sedangkan dari dalam berarti ada kemauan dari 

pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan 

masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan 

di desa. 

 

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang 

responsif dan partisipatif.Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu 

membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga 

yang baik.Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, 

desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. 

 

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan 

produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun 

keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak 

lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, 
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partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa). 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Desa Hanura kabupaten pesawaran dalam pengelolaan dan pelaksaaan 

pemerintahannya mendapatkan predikat cepat berkembang, pada tahun 2018 

mendapatkan predikat terbaik nasional. Berdasarkan indeks desa membangun 

pada tahun 2018 status Desa Hanura ialah mandiri.  

 

Berdasarkan indeks desa membangun, ada tiga dimensi yang menjadi dasar 

penilaian status desa, yaitu, Indeks ketahanan social, indeks ketahanan 

ekonomi, indeks ketahanan lingkungan.Ketiganya menjadi mata rantai yang 

saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses 

untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan 

memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. 

 

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia 

didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi 

(lingkungan). Sehingga, dalam rangka membangun kemandirian desa yang 

berkelanjutan. Desa Hanura yang berstatus berkembang memiliki langkah dan 

upaya dalam bentuk strategi sehingga cstatus mandiri dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diringkaskan ke dalam 

gambar kerangka pikir sebagai berikut: 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana 

strategi pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju 

desa mandiri. Penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 

1992:207). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990:29) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

 

Ada beberapa alasan penggunaan metode penelitian deskriptif. Pertama 

adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi 

lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode lain.  Kemudian metode 

ini banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui 

pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. 
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Selanjutnya metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-

keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu (Sevilla, 1993:72-73). 

 

Alasan kedua dikarenakan pada penelitian bersifat sosial dan dinamis. Fakta, 

hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di 

analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian 

didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang strategi 

meningkatkan status desa. 

 

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya 

pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-

data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil 

penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu 

adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian 

memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan 

jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang 

peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, 

termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus 

penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga 

peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. 

 

Pada penelitian inis yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Melihat pilihan-pilihan strategi yang digunakan Pemerintah Desa 

Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. 

a. Strategi Organisasi 

b. Strategi Program 

c. Strategi Pendukung Sumber Daya 

d. Strategi Kelembagaan 

2. Melihat bagaimana praktek strategi yang dilakukan Pemerintah Desa 

Hanura dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun yang terdiri dari 

Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan 

Lingkungan. 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Berdasarkan data yang diuraikan bahwa Desa Hanura mendapat predikat 

desa yang cepat berkembang serta menjadi (labsite) bagi desa lain yang ada 

di wilayah regional sumatera, sehingga lokasi pada penelitian ini berada di 

Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. 

 

D. Jenis Data 

 

1. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari 

responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Informan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Daftar Informan 

 

No Nama Status 

1 Chodri Cahyadi Kepala Desa Hanura 

2 Yudi Apriyanto Sekretaris Desa Hanura 

3 Tri Joto Kepala BPD Hanura 

4 Leonardo Kepala LPMD 

5 Ahmad Subarkah Masyarakat 

6 Amrudin Masyarakat 

7 Saidin Masyarakat 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat 

dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis 

seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain (Arikunto, 2010:22). Data 

yang diperoleh peneliti dengan menggumpulkan berbagai buku-

buku/literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen 

maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah Desa Hanura. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

Menurut Nazir (1999:212) observasi adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata untuk tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. Menurut Firdaus (2012:39) Observasi adalah 

teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu 

obyek atau orang pada periode tertentu. Pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap gejala objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 

sedang diselidiki, dalam hal ini Desa Hanura.  
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2. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan 

terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan 

diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan 

yang dijadikan sumber data. 

 

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama 

dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara 

mendalam (in-depth interview). 

 

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian 

besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyo-Basuki 

(2006:173). 

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat 

kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain (Arikunto, 2002:206). Sesuai 

dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk 
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memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

2. Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa 

Membangun 

3. Profile Desa Hanura 

4. RPJM-Des Hanura 

 

F. Teknik Pengelolaan Data 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengola data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 

data sebagaimana yang disebutkan moleong (2006: 151) meliputi: 

1. Editing 

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan 

ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada 

hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan. 

 

2. Interpretasi 

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya 

harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar kesimpulan kesimpulan penting 

mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan 
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terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan selain itu 

juga dapat menemukan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Arikunto (2010:53) pengolahan data adalah mengubah data mentah 

menjadi data yang lebih bermakna yang mengarah pada kesimpulan. Analisis 

data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan analisis data non 

statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka 

analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga 

sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakanmodel 

matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. 

 

Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada 

pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, 

grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian 

dan penafsiran (Hasan,2002:98). Data dianalisis dan diolah dengan cara: 

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari 

data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan 

yang mendukung penelitian ini. 

2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar’’yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 



38 
 

 
 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di 

verifikasi. 

3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Menarik kesimpulan, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada 

catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohanya yaitu merupakan validitasnya. 

 

H. Tekhnik Keabsahan Data 

 

Tekhnik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Tekhnik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid. Penelitian ini menggunakan tekhnik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan 

informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan 

lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi 

yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan 

untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang 

tinggi. 



 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kondisi Desa Hanura 

 

Desa Hanura adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran yang terhampar 2 KM
2
 dengan luas wilayah 416,813 

Ha dihiasi Pesisir Teluk Pandan dan Perbukitan yang subur dan indah. 

Mengalir Sungai Way Cilimus dan beberapa aliran anak sungai di hamparan 

wilayah desa, dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan antar desa dan 

antar kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Jalan Kecamatan juga 

membentang sepanjang 2 KM dan beraspal menghubungkan satu dusun 

dengan dusun yang lain atau dengan desa yang lain. Desa Hanura terbagi 

kedalam 4 (empat) dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D 

dan terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Rukun Tetangga (RT). 

 

Keadaan masyarakat Desa Hanura cukup beragam baik dilihat dari sisi 

kepercayaan, suku dan pekerjaan maupun strata sosial, namun interaksi sosial 

masyarakatnya sangat harmonis dan rukun, satu sama lain saling menghargai 

dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram 

kertaraharja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan dalam 

membangun. 
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B. Sejarah Singkat Desa Hanura 

 

Transmigran angkatan darat merupakan gagasan luhur Bapak Jenderal 

Ahmad Yani menteri panglima angkatan darat saat itu, sebagai bentuk 

pengejewantahan akar bangunan prajurit TNI angkatanm darat, dari rakyat 

untuk rakyat oleh rakyat dan kembali kerakyat, dan pengejawantahan dari 

pola pertahanan keamanan rakyat sementara (HANKAMRATA). Gagasan 

luhur tersebut pula memberikan peluang kesejahteraan anggota TNI angkatan 

darat beserta keluarganya setelah mencapai batas tugas dan pensiun. Pada 

tahun 1966, sebagai akibat dari pemerajaan dilingkungan TNI-AD maka 

segala kemampuan dana dan daya yang ada pada angkatan darat lahirlah 

proyek Trans-AD yang ke-2 yaitu Hanura. 

 

Trans-AD II Hanura merupakan proyek transmigrasi angkatan darat ke-2 di 

Provinsi Lampung setelah proyek tansmigrasi angkatan darat I di Poncowati 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Proyek trans-AD 

ke-2 di Provinsi Lampung dibuka secara resmi oleh Mayor Jenderal 

Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Asisten VII KASAD mewakili 

pemimpin angkatan darat pada tanggal 17 september 1966. Kemudian proyek 

trans-AD ke-2 di Provinsi Lampung diberi nama Hanura yang merupakan 

kepanjangan dari “Hati Nurani Rakyat Rakyat”, pemberian nama tersebut 

dimaksudkan agar proyek trans-AD ke-II ( dua) di Provinsi Lampung 

merupakan pencerminan keinginan para transmigran (pensiunan angkatan 

darat). Meskipun proyek trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 

september 1966, namun pemberangkatan keluarga transmigran baru 
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dituntaskan pada bulan april 1967.  Lokasi proyek berada di titik antara KM 

12 dan KM 14 Jalan Raya Teluk Betung Padang Cermin. Luas proyek 600 Ha 

dengan pembagian area sebagai berikut : 

 

a. 

Pekarangan keluarga transmigran 

seluas : 117,75 Ha 

b. Perlandasan/perkebunan : 196,25 Ha 

c. 

Area public, kav guru dan area 

cadangan : 286,00 Ha 

 Total : 600,00 Ha 

 

Dibandingkan  dengan  proyek  trans-AD  yang  lain,  maka  proyek  trans-

AD  II Hanura  terdapat  enclave tanah-tanah  penduduk  yang  

administrasinya  diluar administrasi desa trans-AD II Hanura. Hal ini sedikit 

menyulitkan pembinaan dan administrasi kependudukan dikemudian hari, 

seyogyanya penduduk dalam areal enclave tersebut dapat dimasukkan dalam 

administrasi desa trans-AD II Hanura. 

Anggota trans-AD II Hanura berjimlah 157 orang yang terdiri dari: 

a. Dephan Pusat :  4 KK 

b. Kodam Sriwijaya : 12 KK 

c. Kodam Siliwangi : 14 KK 

d. 

Kodam 

Diponegoro : 86 KK 

e. Kodam Brawijaya : 32 KK 
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f. Veteran :  9 KK 

 

Proses pengkavlingan tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah garapan 

telah selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah 

menerima sertifikat. Tanah kavling pekarangan dan garapan untuk trans-AD 

II Hanura seluas 2 Ha per-kepala keluarga, dan jumlah sertifikat yang 

terbagikan adalah 319 buah sertifikat. Dengan demikian sertifikat tanah untuk 

warga trans-AD II Hanura telah selesai seluruhnya dan batas-batas desa telah 

dipasang patok-patok oleh Dit Agraria. 

 

Mengenai fasilitas publik, proyek trans-AD II Hanura menyediakan fasilitas 

pendidikan tingkat SD dan SMP yang telah berstatus negeri. Untuk lembaga 

perekonomian Trans AD-II Hanura telah memiliki KUD yang berbadan 

hukum dan fasilitas ibadah juga disediakan sebagai bentuk pembinaan 

dibidang agama.Selama dalam pembinaan dan tanggung jawab kordinator 

pelaksana lapangan, maka secara resmi dibentuklah pemerintahan desa trans-

AD II Hanura. 

 

Sebagai kepala pemerintahan desa pertama ditunjuklah Mayor Mariyo dengan 

mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu. Mengingat usia 

dan kemampuannya telah menurun, maka pada tahun 1967 digantikan oleh 

Kapten William Corne sampai tahun 1969. Pada tahun 1969 adalah tahap 

awal demokrasi dimulai dalam suksesi kepemimpinan desa. Kepala desa 

terpilih yaitu Kopral Satu Tugio. Namun, dalam perjalan memimpin Desa 

Hanura yaitu pada tahun 1971 tepatnya bulan November Bapak Kopral Satu 
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Tugio meninggal dunia. Untuk melanjutkan roda kepemimpinan desa 

diteruskan oleh bapak pembantu Letnan Satu Sankardi sampai tahun 1972. 

 

Periode 1972-1977 desa trans-AD II Hanura kembali melaksanakan 

pemilihan kepala desa dan pada saat itu terpilihlah Sersan Mayor Sularno. 

Kemudian pada periode 1977-1982 diadakan pemilihan kepala desa yang 

ketiga kalinya, maka terpilihlah Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi untuk 

menjabat kepala desa trans-AD II Hanura. Namun, ditengah perjalannan 

kepemimpinannya Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi meninggal dunia 

pada bulan September 1978 dan pemerintahan desa diteruskan oleh Sersan 

Mayor Supardi sebagai pejabat kepala desa trans-AD II Hanura sampai tahun 

1980. 

 

Pada tanggal 27 desember 1978 berdasarkan surat perintah Panglima 

Komando Daerah Militer Sriwijaya Nomor: SPRIN/2549/XII/1978, seluruh 

proyek transmigrasi angkatan darat di Provinsi Lampung (6 proyek 

transmigran) diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah Provinsi 

Lampung. Serah terima proyek transmigrasi dilakukan pada tanggal 14 

februari 1979 di trans-AD I Desa Poncowati. Pada masa persiapan dan 

pembenahan desa trans-AD II Hanura untuk diserahkan kepada pemerintah 

daerah Provinsi Lampung dalam hal ini dibawah pembinaan pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Desa Hanura dibawah kepemimpinan 

Pembantu Letnan Dua M.Gunung dari tahun 1980-1990. 

 

Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan pemerintah desa 
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mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Oleh karena itu, suksesi 

kepemimpinanan desa segera dipersiapkan sesuai dengan Undang-undang 

yang berlaku untuk menjalankan roda pemerintahan desa juga untuk 

mempersiapkan pemilihan kepala desa yang baru, maka ditunjuklah 

Sukarsono sebagai pejabat Kepala Desa Hanura sampai tahun 1993. 

 

Karena suksesi kepemimpinan kepala desa belum dapat dilaksanakan sesua 

dengan harapan, maka pejabat kepala Desa Hanura langsung dibawah kendali 

Camat Padang Cermin kali itu Badril Amiril dari tahun 1993-1995. Pemilihan 

kepal desa yang keempat baru dapat dilaksanakan pada tahun 1995, saat itu 

Suroto terpilih menjadi Kepala Desa Hanura dati tahun 1995-2005. 

 

Pada bulan maret 2005 diselenggarakan pemilihan kepala Desa Hanura yang 

baru atau yang kelima kalinya, terpilihlah Samino dari tahun 2005-2011. Pada 

tahun 2011-2012 terjadi kekosongan kepala desa, maka diangkatlah 

Sukarsono sebagai pejabat sementara Kepala Desa Hanura, untuk 

mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Hanura yang tetap. Pada tahun 2012 

terpilihlah kepala desa baru yaitu Chodri Cahyadi sampai saat ini. 

 

C. Kondisi Geografis Desa Hanura 

 

a. Letak Wilayah 

Desa Hanura terletak pada ketinggian rata-rata 10 M dari permukaan laut, 

dengan batasan-batasan desa sebagai berikut : 

1. Utara : Desa Hurun Kecamtan Teluk Pandan 
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2. Timur : Pesisir Laut Teluk Pandan 

3. Selatan : Desa Sisodadi Kecamatan Teluk Pandan 

4. Barat : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan 

 

b. Luas Wilayah 

Topografi Desa Hanura sebagian besar daratan, sebagian bergelombang 

dan bukit dengan luas wilayah 600 Ha yang terdiri dari : 

1. Sawah : 14 Ha 

2. Tanah bukan sawah  

 a. Pekarangan : 117,5 Ha 

 b. Perkebunan rakyat : 176,25 Ha 

 c. Hutan desa : 20 Ha 

 d. Tanah pemukiman : 40 Ha 

 e. Pemakaman : 2,5 Ha 

 f.  Perkantoran : 0,5 Ha 

 g. Sarana pendidikan : 3,5 Ha 

 h. Pesisir/tambak : 30 Ha 

 i.  Sarana ibadah : 2 Ha 

 j.  Area publik dan lain-lain : 26,6 Ha 

 

c. Sumber Daya Alam 

1. Pertanian/perkebunan 

2. Peternakan 

3. Lahan/tanah 

4. Sungai 
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5. Pesisir pantai/mangrove 

 

d. Aksebilitas 

1. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan : 1 Km 

2. Jarak dari pusat pemerintahan ke kabupaten : 65 Km 

3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 13 Km 

4. Jarak dari pusat pemerintahan ke pusat : 360 km 

 

 

D. Demografi Desa Hanura 

 

Jumlah penduduk Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran berdasarkan pemutahiran data Bulan Juni 2016, Jumlah Penduduk 

adalah: 6.641 Jiwa yang terdiri dari 3.248 jiwa laki-laki dan 3.343 jiwa 

perempuan yang tersebar di 34 RT dan 4 Dusun yang ada dengan perincian 

sebagai berikut : 

 

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Menurut Kepala Keluarga (KK) 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga (KK) 

 

Nama 

RW 

Nama 

Dusun 
K K Laki-Laki Perempuan Jumlah 

RW.01 Dusun A 127 264 271 535 

RW.02 Dusun A 132 232 238 470 

RW.03 Dusun A 148 269 278 547 

RW.01 Dusun B 274 551 573 1124 

RW.02 Dusun B 232 424 450 874 



47 
 

RW.01 Dusun C 236 456 472 928 

RW.02 Dusun C 174 379 369 748 

RW.03 Dusun C 84 159 164 323 

RW.01 Dusun D 136 304 314 618 

RW.02 Dusun D 93 211 213 424 

 (Sumber : Monografi Desa Hanura 2018) 

 

2. Menurut Kelompok Umur 

Tabel 7 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

 

Kelompok 

Umur 0-4 5-6 7-12 13-15 16-18 19-25 26-64 

65-

keatas Total 

Jumlah 297 187 991 417 469 935 2912 438 6641 

 (Sumber : Monografi Desa Hanura 2018) 

 

3. Menurut Mata Pencaharian 

 

Tabel 8 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Buruh 314 

2 PNS 342 

3 Tani 223 

4 Pedagang 208 

5 Karyawan 158 

6 Wiraswasta 154 

7 TNI-Polri 111 

8 Pensiunan 117 

(Sumber: Monografi Desa Hanura 2018) 

 

4. Pendidikan 

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Hanura 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 9 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Strata 2 11 

2 D 4/strata 1 211 

3 D.III/Sarjana Muda 123 

4 D.I/D.II 96 

5 SLTA/sederajat 1119 

6 SLTP/sederajat 1248 

7 Tamat SD/sederajat 1929 

8 Blm. Tamat SD 1448 

9 Blm. Sekolah 477 

 Total 6641 

(Sumber: Monografi Desa Hanura 2018) 

 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang 

pendidikan penduduk di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran adalah tamatan SD dengan jumlah 1929 orang, 

sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah 

pendidikan Strata 2 yaitu 11 orang. 

 

E. Kondisi Sosial Desa Hanura 

 

Berikut fasilitas/sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Hanura: 

 

Tabel 10 

 Sarana dan Prasarana di Desa Hanura 

 

a. Kantor Desa Tersedia 

b. Gedung Sanggar Manggliawan Tersedia 

c. Gedung Keluarga Besar ABRI Tersedia 

d. Gedung KUD Harapan Jaya Tersedia 

e. Lapangan Krida Yuwana Tersedia 

f. Telekomunikasi Radio Gema Lestari (RGL FM) Tersedia 

g. Lembaga Keuangan dan Jasa  
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1) Bank : 3 Buah 

2) Kantor Pos dan Giro : 1 Buah 

3) Kantor Pelayanan PT. PLN : 1 Buah 

h. Prasarana Kesehatan  

1) Puskesmas : 1 Buah 

2) Balai Pengobatan : 3 Buah 

i. Prasarana Pendidikan Formal  

1) Gedung Sekolah PAUD : 2 Buah 

2) Gedung Sekolah TK : 1 Buah 

3) Gedung Sekolah SD : 3 Buah 

4) Gedung Sekolah SLTP : 1 Buah 

5) Gedung Sekolah SLTA : 1 Buah 

j. Prasarana Pendidikan Non Formal  

1) Lembaga Kursus Ketrampilan Bahasa Inggris : 1 Buah 

2) Lembaga Kursus Keterampilan Komputer : 1 Buah 

k. Prasarana Ibadah  

1) Masjid :  3 Unit 

2) Mushola : 17 Unit 

3) Gereja : 3 Unit 

 (Sumber: Hasil Pengolahan Penulis) 

 

F. Pemerintahan Desa Hanura 

 

Telah diketahui bersama bahwa yang dimaksud pemerintahan desa adalah 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal ini Kepala Desa adalah merupakan alat 

Pemerintah Desa yang memimpin penyelengaraan Pemerintah Desa dan 

kedudukannya sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

1. Perangkat Desa Hanura 

a. Pemerintah Desa Hanura 
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Tabel 11 

Personalia Pemerintah Desa Hanura 

 

No Nama Jabatan 

1 CHODRI CAHYADI KADES 

2 AGUS GUNTORO SEKDES 

3 KHAIRUL AWAM, S.P KAUR PEMERINTAHAN 

4 YUDI APRIYANTO KAUR UMUM 

5 WIMBO SUKMONO KAUR KESRA 

6 AGUS GUNTORO PLH. KAUR PEMBANGUNAN 

7 RIKI WICAKSONO, S.E KAUR KEUANGAN 

8 SUDARTO. S.Pd KADUS A 

9 SUMINTO KADUS B 

10 SUPARDI KADUS C 

11 SUPARNO KADUS D 

 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPMD) sebagai lembaga Rakyat di Desa Hanura yang 

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila, 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, 

Kondisi BPD dan LPMD yang ada di Desa Hanura selama ini sudah 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena hubungan 

BPD, LPMD dan Pemerintah Desa terjalin harmonis dan 

komunikatif, segala persoalan yang menyangkut kesejahteraan 

kehidupan masyarakat selalu dimusyawarahkan bersama, adapun 

personil BPD dan LPMD : 

 

Tabel 12 

Personalia Badan Permusyawaratan Desa 

 

No Nama Jabatan 

1 TRIJOTO KETUA 
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2 HARSONO WKL. KETUA 

3 YUNAS PRIYANTNO SEKRETARIS 

4 MUJIYADI ANGGOTA 

5 AMRUDIN ANGGOTA 

6 LEO HARYANJA ANGGOTA 

7 NASWARI ANGGOTA 

8 TUMPRADI ANGGOTA 

9 HARTOTO ANGGOTA 

 

Tabel 13 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanura 

 

No Nama Jabatan 

1 LEONARDO KETUA 

2 BENECDITUS. E WKL. KETUA 

3 SURATNO. TS SEKRETARIS 

4 SUNARSIH BENDAHARA 

5 SAYUTI ANGGOTA 

6 JANIM ANGGOTA 

7 SUSMIYADI ANGGOTA 

8 SUPRAPTO ANGGOTA 

9 MAWARDI ANGGOTA 

10 SLAMET WIDODO ANGGOTA 

11 HASRI ANGGOTA 

12 ROHIM ANGGOTA 

(Sumber: Monografi Desa Hanura 2018) 

 

G. Kondisi Ekonomi Desa Hanura 

 

Keberadaan pasar Ampera yang ada di Desa Hanura merupakan aset besar 

bagi pertumbuhan ekonomi penduduk. Selain mayoritas penduduk sebagai 

petani, di Desa Hanura banyak tumbuh usaha-usaha seperti perdagangan 

jasa,warung, pengrajin kayu, toko kelontong, dan juga Home Industry serta 

perikanan dan ternak rumahan. 

 

a. Kesejahteraan Sosial 

- Jumlah keluarga Pra Sejahtera : 307 
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- Jumlah Keluarga Sejahtera I  : 619 

- Jumlah keluarga sejahtera II  : 461 

- Jumlah keluarga sejahtera III  : 200 

- Jumlah keluarga sejahtera III plus  : 49 



 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Pemerintah 

Desa Hanura adalah sebagai berikut : 

 

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) 

 

Pemerintah Desa Hanura menggunakan strategi organisasi dalam hal 

perumusan visi dan misi, sasaran strategi berdasarkan isu strategis dan 

potensi yang ada pada desa. Visi yang Desa Hanura untuk meningkatkan 

status desa adalah “Terwujudnya Desa Hanura Mandiri, Cerdas, 

Berbudaya, Berteknologi dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan 

dengan beberapa misi:  peningkatan pelayanan, peningkatan sumber daya 

manusia, pembangunan ekonomi serta pembangunan infrastruktur.  

 

2. Program Strategy (Strategi Program) 

 

Strategi program yang dilakukan pemerintah Desa Hanura sesuai dengan 

arah kebijakan pembangunan yang di prioritaskan. Fokus dari strategi 

program yang dilakukan adalah untuk mengatasi permasalahan sosial yang 
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di implementasikan dalam bentuk program. Pemerintah desa 

melaksanakan strategi program berdasarkan visi dan misi serta 

permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pembangunan fisik, seperti 

peningkatan kualitas permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

desa dan non fisik seperti pelatihan ekonomi masyarakat dan 

pengembangan zona ekonomi khusus, aktivasi BUMDes sebagai sarana 

pemasaran produk desa serta peningkatan fungsi kelembagaan desa. 

Beberapa program yang tepat untuk dijalankan sebagai bentuk konkrit 

pengentasan masalah dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan 

ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. 

 

3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) 

 

Strategi pendukung sumber daya pada peningkatan, 1). Sumber daya 

manusia manusia yang difokuskan pada peningkatan kemampuan 

(empowered), dan berdaya saing (competitive); 2). Keuangan, yang 

difokuskan pada pemaksimalan pengelolaan keuangan desa secara efektif; 

3). Teknologi, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis 

pengoperasian perangkat elektronik serta peningkatan sarana prasarana 

dalam hal teknologi informasi, serta  4). Sumber daya alam. 

 

4. Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) 

 

Strategi kelembagaan diarahkan pada peningkatan kemampuan mengelola 

organisasi dan melaksanakan program melalui peningkatan kemampuan 

aparatur kelembagaan desa berupa kemampuan mengoperasikan teknologi, 
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pelatihan pembuatan peraturan desa, dan peningkatan kemampuan 

pelayanan publik. Strategi kelembagaan yang dijalankan Pemerintah Desa  

 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mendapatkan konstruksi pemahaman 

bahwa masing-masing strategi memiliki keterkaitan yang saling mendukung 

dalam upaya meningkatkan status desa menuju desa mandiri yang dilandasi 

pada indeks desa membangun. 

 

 

B. Saran 

 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Untuk memantapkan kemandirian desa dari visi dan misi pemerintah desa 

harus mengavualuasi dan mengukur pencapaian dari visi dengan membuat 

alternatif sasaran yang baru agar masing-masing indeks tersentuh secara 

proporsional. 

2. Pemerintah Desa bersama lembaga-lembaga yang ada di Desa harus 

menjalankan program yang belum berjalan maksimal, seperti 

pemberdayaan masyarakat, pendampingan kelompok usaha, efektifitas 

BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta menjamin 

pelayanan kebutuhan dasar secara maksimal dan berkelanjutan. 

3. Pemerintah dan lembaga desa lainnya harus terus meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksaan dan pengawasan dalam proses 

pemerintahan desa serta budaya gotong royong di masyarakat 
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4. Pemerintah Desa harus dapat meningkatkan komponen pendukung sumber 

daya, seperti meningkatkan PAD serta kerjasama dengan stakeholder atau 

pihak ketiga yang selaras dengan kepentingan Desa dalam pengembangan 

kawasan pasriwisata atau program desa lainnya. 

5. Pemerintah Desa dan BPD Hanura harus terus mengevaluasi kinerja 

aparatur lembaga yang ada di Desa Hanura agar kemampuan mengelola 

lembaga dapat selaras dengan strategi yang ingin dijalankan. 
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